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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ll SIOOARJO 

a. 	 bahwa dcngan tclah ditctapkanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tcntang 
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah, maka Pcraturan Dacrah kabupatcn Dacrah 
Tingkat IT Sidoaljo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi TermiDal 
Bungguarsih JUDCto Peraturan Daerah Kabupatcn Dacrah Tingkat ll Sidoarjo 
Nomor 47 Tahun 1996 tcntang Perubahan Pcrtama Pcraturan Dacrah Kabupaten 
Dacrah Tingkat IT Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Retribusi Terminal 
Bunguarsih, perlu disesuaikan ; 

b. 	 bahwa untuk melak..cumaJcan penyesuaian materi sebagaimana c:timabud huruf a 
konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dcngan Peraturan Daerah. 

1. 	 Undang- Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah; 

2. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidaua ; 

3. 	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dacrah dan Retcribusi 
Dacrah; 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penycrahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada 
Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat ll ; 

5. 	 Pcraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ; 

6. 	 Kcputusan Mentcri Da1am Negcri Nomor 84 Tahun 1993 tcntang Bentuk 
Peraturan Daerah dan Pcraturan Daerah Pemhahan ; 

7. 	 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal 
Transportasi Jalan ; 

8. 	 Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur 
Pcngesahan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ; 

9. 	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tcntang Pcdoman Tam 
Cara Pelalrsanaan Pemungutan Retribusi Dacrah ; 
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10. 	 K.eputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 175 Tahtm 1997 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan di Bidang Re1ribusi Daerah ; 

11. 	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahtm 1998 tentang Ruang 
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 

12. 	 Peraturan Daerah K.abupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

Dcngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASni. 

BAB I0 : 	 KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 
:·.: 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
,, 

a. Daerah, adalab K.abupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
• 

b. 	 Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 

c. 	 Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugaa tertcntu dibidang retribusi daerah sesuai 
dengan peraturan penmdang-Wldangan yang berlaku ; 

e. 	 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, peneroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah 
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, fnma, kongsi, 
koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiWl, bentuk usaha tetap 
serta bentuk badan usaha lainnya ; 

f. 	 Tenninal, adalah prasarana transportasi jalan tmtuk keperluan menaikkan dan 
menurun.kan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum ; 

g. 	 Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau bada yang menurut peraturan 
penmdang-tmdangan rctribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemtmgut atau pemotong rctribusi tertentu ; 

h. 	 Retn'busi Tennina~ adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakaijasa fasilitas 
Tenninal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ; 

I. 	 Mobil Bis Umwn, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebib dari 8 
(delapan) tempat duduk tidak tennasuk tempat chutuk pengemudi baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai 
kendaraan wnum ; 

j . 	 Mobil Penumpang umum, adaJah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 
dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 
duduk pengcmudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan kota ; 
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k. Pengunjun& adalab setiap orang yang memasuki areal Tenninal ; 

I. 	 Kios, adalab bangunan yang disediakan dilingkungan Temrlnal dan dipergunalcan 
I ' 
\ 	 untuk tempat berjualan atau dipakai untuk kegiatan lain yang diizinbn oleh 

Bupati Kepala Daerab ; 
,, 

m. 	 Sarana Kebersihan Umum, adalah bangunan yang disediakan dilingkungan 
Terminal untuk peturasan, jamban dan mandi ; 

n. 	 Tempat Reklame, adalah tempat yang disedialcan untuk pemasangan Reklame atau 
Prom.osi; 

0. 	 Tempat Istirahat kru, adalah tempat yang disediakan bagi awak bis (pengemudi, 
kemet, kondektur) ; 

p. 	 Smat Ketetapan Retn'busi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentnkan besamya jumlah Retribusi yang terutang ; 

., q . 	 Surat Tagjban Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 
untuk melakukan tagl'han Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda. 

r. 	 Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD ada1ah Surato .. yang digunakan oleh Wajib Re1ribusi untuk melakukan pembayaran atau 
-(· ·, 

penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah ; 

s. 	 Surat Ketetapan Retnbusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran re1ribusi karena jumlah laedit re1ribusi lebih besar dari retributi yang 
terutang atau tidak sekarusnya terutmg ; 

t. 	 Smat Ketetapan Re1ribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat 
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi 
yang terutang, jum1ah kredit Retribus~ jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Retribus~ besamya sanbi adminis1rasi danjumlah yang masih barus dJ.'bayar ; 

u. 	 Surat Ketetapan Retlbusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya 
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas 
jumlah Re1ribusi yang telah ditetapkan ; 

v. Perllittmgan Retribusi Daerah, adalah perincian besamya retribusi yang harus 
dtbayar oleh Wajib Retnbusi baik pokok retribus~ bunga, kekurangan pembayaran 
retribus~ k.elebihan pembayaran retnbus~ maupun sanksi administrasi ; 

w. 	 Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besamya kcwajiban yang harus dipenubi 
oleh wajib retnbusi scsuai dengan SKRD dan STRD kc Kas Daerah atau ke tempat 
lain yang ditunjuk dengan batas walctu yang telah ditentukan ; 

x. 	 Utang Retribusi Daerah, adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang 
tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwana dan 
retnbusi lainnya yang masih terutang ; 

y. 	 Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Sidoarjo. 

BABII 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal2 

Atas pelayanan dan pemakaian fasilitas T cnninal dipungut retn'busi dengan 
nama Retn'busi Terminal 

•oi!' 

I ... ,,/	 _.Ii 
·-	 --

~·_ _j~ 
-~ ~~~~-



. .... 

' \ 

4 

Pasal3 

Obyek Retribusi dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan dan pemakaian 
fasilitas: 

a. Tempat memuat dan atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil 
penumpang umum dan mobil bis umum ; 

b. Tempat parkir ; 

c. Kios; 

d. Sarana k~bcrsihan umum ; 

e. Tempat istirahat awak kendaraan umum ; 

f. Tempat pemasangan reklame ; 

g. Ruang tunggu penumpang dan pengunjoog ; 

h. · Peririnan. 

Pasal4 

Subyck R.etribusi adalah orang pribadi ata.u Badan yang mcm.pcroleh pelayanan 
memakai &silitas Terminal. 

BABID 
OOLONOANRETRIBUSI 

Pasal S 

R.etribu..q Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

BABIV 
CARA MENOUKUR TINOKAT PENOOUNAAN JASA 

Pasa16 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasar.kan frekuensi, luas dan jangk.a waktu 
pclayanan dan pemakaian fasilitas Terminal. 

BABV 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAP A.a."'i 


STRUK.TUR DAN BESARNYA T.ARIF 


Pasa17 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besamya tarifmribusi didaaarkan 
pada uguan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pcngganti biaya 
pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya tebersihan, biaya munanan dan biaya 
edministrasi. 



' ­

5 
BABVI 

STRUKTURDANBESARNYA TARIF 
\:' 

Pasa18 

Struktur dan besamya tarif ditctapkan sebagai berik:ut : 

a . 	 Tcmpat memuat dan atau mcnurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil 
penumpang umum dan mobil bis umum : 

1. 	 Untuk mobil bis umum. ccpat antar kota setiap masuk sebesar Rp 1.000,00 
(scribu rupiah) ; 

2. 	 Untuk mobil bis umum lambat antar kota setiap masuk sebesar Rp 500,00 
(lima ratu.CJ rupiah) ; 

3. 	 Untuk mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebcsar Rp 300,00 
(tiga ratus rupiah) ; 

4. 	 Untuk mobil bis umum angkutan kota setiap masuk sebcsar Rp 300,00 
(tiga ratus rupiah) ; 

'' . . 5. Untuk mobil penwnpang umum tidak dalam trayck (Taksi dan Angguna) 
setiap masuk sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ; 

. '.. 
-" _:. 
.~<40; • r 6. 	 Untuk mobil penumpang umum angkutan kota setiap kali masuk Terminal : 

Dengan 1rayek palingjauh 15 kilometer sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh
-ji 1'"J 

rupiah) dan untuk trayek lebih dari 15 kilometer sebesar Rp 250,00 (dua ratus 
lima pulub rupiah) dengan ketcntuan bahwa setiap pcrjalanan pulang-pergi 
sepanjang trayek yang ditentukan hanya dikenakan rctribusi 1 (satu) kali. 

b. 	 Tempat Partir : 

1. 	 Sepeda sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah); 

2. 	 Sepeda motor sebesar Rp 200,00 ( dua ratus rupiah) untuk 2 jam pertama, 
dan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam berikutnya atau maksimum 
untuk satu hari · Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; 

3. 	 Mobil pribadilpick up sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 jam 
pcrtama dan Rp 250,00 (dua ratus lima pulub rupiah) untuk: setiap jam 
berikutnya atau maksimal untuk 1 (satu) bari Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus 
rupiah); 

4. 	 Bis mini scbesar Rp 600,00 (cnam ratus rupiah) untuk 2 jam pcrtama dan 
Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam bcrikutnya atau maksimum 
untuk: 1 (satu) hari Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); 

5. 	 Bis parkir di jalur pal\jangljalur istirahat sebesar Rp 1.000,00 (scribu rupiah); 

6. 	 Bis bermalam sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 

c. 	 Kios: 

1. 	 Untuk pemakaian kios di Terminal setiap meter persegi sebcsar Rp 200,00 
(dua ratus rupiah) setiap hari; 

2. 	 Selain retribusi terscbut dikenakan rctribusi atas : 

a . 	 Penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarip yang berlaku serta 
retribusi pcmeliharaan instalasi air minum dan listrik sebesar 10 % 
(sepuluh perseratus) darijumlah pcngeoaan; 

~i'i.. 	 ' ' 

' f ' 
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b. 	 Penggantian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai 
ketentuan yang berlak.u. 

d. 	 Sarana Kebersiban Umum : 

1. Kamar mandi atau we sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) ; 

2. Paturasan sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) 

e. 	 Tcmpat istirahat awak kendaraan wnum : 

1. 	 Kurang dari atau sampai dengan 6 jam pertama sebesar Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah); 

2. 	 Kurang dari atau setiap 6 (enam) jam berikutnya s"besar Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah). 

f. TempatReklame: 

Penggunaan tempat reldame di TenninaJ sebesar Rp S.OOO,OO (lima ribu rupiah) 
per meter persegi setiap bulan. 

g. 	 Tempat Cuci Kendaraan : 

Setiap mencuci kendaraan , sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah) 

h. 	 Ruang Tunggu Penumpang dan Pengunjung : 

Untuk setiap orang Rp 200,00 ( dua ratus rupiah) setiap ka1i masuk. 

\ .• ­
\ .. ~. 

i. 	 Perizinan : 

1. 	 Untuk setiap pemberian atau perpanjangan izin pemakaian kios atau fasilitas 
Tcrminallainnya sebe.sar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; 

2. 	 Izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku selama 2 (dua) tahun. 

BABVll 

TATACARADANWILAYAHPEMUNGUfAN 


Pasa19 


(1) Retribusi 	 dipungut dengan menggunaka.n SKRD atau dokumen lain yang 
dipel'samakan; 

(2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Terminal ; 

(3) Bagian dari basil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor 
kc Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Sidoa.Ijo. 

PasallO 

Pemungutan retribusi 1idak dapat diborongkan. 
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BABVlll 


SAAT RETR.IBUSI TERUTANG 


Pasalll 

Retribusi tcrutang dalam masa retribusi tcljadi pada saat ditctapkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipcrsamakan. 

BABIX 

SANKS! ADMlNISTRASI 


Pasal 12 

Dalam hal wajib retribu., i tidak m.embayar tepat waktunya atau kurang bayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua peracratus) setiap bulan 
da.ri besamya retn'busi yang tenrtang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagiban Retribusi Daerah. 

BABX 

TATACARAPEMBAYARAN 


Pasal13 

(1) 	Pembayaran re1nbusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; 

(2) 	Rctribusi yang terutang diluuasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; 

(3) 	Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati 
Kepala Daerah. 

BABXI 

TATA CARA PENAGniA.N 


Pasall4 

(1) 	Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang 
tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retnbusi pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa ; 

(2) Penagjban 	 retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peratW'an 
perundang-undangan yang berlaku. 

BABXll 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 


PEMBEBASAN RETRIBUSI 


Pasal15 

(1) 	Bupati Kcpala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi ; 
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(2) 	Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan rnemperhatikan kcmampuan Wajib Rctribusi ; 

(3) Tata cara pengurangan, kcringanan dan pcmbcbaaan retribusi 	ditctapkan oleh 
Bupati Kepala Daerah. 

BABXIII 

TATA CARA PENGEMBALJAN KELBBIHAN 


PEMBAYARAN RETRIBUSI 


Pasa116 

(1) 	Wajib retnbusi harus mengajukan permohonan secara 1crtUiis bpada Bupati 
Kcpala Dacrah untuk pcrbituQgan pengembalian kelebiban pembayaran retribnsi ; 

(2) 	Atas dasar permohonan sebagaimana dimabud pada ayat {1}, atas kelcbihan 
pembayaran retribusi dapat langmng diperhitungkan terlebib dahulu dcngan utang 
re1nbusi dan atau sanksi administrasi bcrupa bunga olch Bupati KcpaJa Daaah ; 

(3) 	Atas pcrmohonan scbagaimana dimabud pada ayat (2) yang bcrbak ataa kc1cbihan 
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retnbusi 
sela.njutnya. 

Pasal l 7 

(1) 	Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih. tmisa setdah ctiJaJrubn 
perbitnngan sehagaimana dimaksud dalam pasa.l13, ditmbitkan SKRDLB paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak diterimany-a pennohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran retnbusi ; 

(2) Kelebihau 	 pembayaran retribusi sebagaimana dim•kwd pada ayat (1) 
dikemba1ikan kepada Wajib R.etnbusi paling lambat 2 (dua) bulan scjak 
diterbitkan SKRDLB ; 

(3) 	Peugemba1ian kdebiban pcmbayaran retnb usi dilak:ukan seteJah lewat waktu 2 
( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati Kepala Daerah membcribn 
imbalan bunga 2 % ( dua pcrseratus) sebulan atas ketcrlambatan pcmbayaran 
kelcbiban retnbusi. 

Pasall8 

(1) Pengcmbalian 	 sebagaimana dimaksud dalam Pual 16 dilakuk.an dcngan 
menerbitkan Smat Perintah mtmbayar kelebih.an retribusi ; 

(2) 	Atas pcrhitunga11 sebagaimana dimaksud dalam Pa:Jal 17, ditcrbitkan bukti 
pemindabhukuan yang berlakujuga scbagai bulrti pembayaran. 

BABXIV 

KEDALUWARSA 


Pasall9 

(1) 	Penagihan retribt•si kedaluwarsa setelah melamtnui jangka waktu 3 (tiga) tahun 
tcrbituog scjak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi mdakukan 
tindak pidana dibidang retnousi ; 

_____ _j 
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(2) Kedaluwarsa pmagiban mribusi sebapimana dimaJnmd pada ayat (1) tcrtangguh 
apabi1a: 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Smat Paksa ; 

b. Ada pcngakwm utaag retribusi dari Wajib Retribusi bait 1angsung maupun 
tidak langsung. 

BABXV 
TATA CARA PENGHAPUSAN PRITANO 

RETRIBUSI YANO KADALUWARSA 

Pasal20 

(1·) Piutang retn'buai yang tidak mungkin ditagih lagi karena hat untuk mclakubn 
pcnagihan sudah bda1uwarsa dapat dihapus ; 

(2) Bupati Kepala Daerah IDCIJdapkan kcputuan pmgabapusan PuitaDg R.etnbusi 
Dacrah yang sudah kcdaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BABXVI 
KE'IENTUAN PIDANA 

I 
Pasal21 

(1) Wajib retnl>usi }1IJII tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
tcm..., d8cnh di;mcam pidaDa kuruapn paling lama 6 (eDIIIl) bulan a1aU denda 
paling banyak 4 ( empat) bli jumlah retribusi yang terutaDg ; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada lr}'at (1) adalah pclanggaran. 

BABXVll 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasa122 

c (1) Penyidik Pegav.<li Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pcmcrintah Dacrah 
diberi wewenang thusus UDtuk melakukan penyictikan tindat pidana 
sebapimana dimaksud dalam pasal 31 ; 

(2) Weweoang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah: 

a. lvfenerima, mcncari, mengumpulkan, dan mencliti kctcrangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah agar 
kctcraDpn atau laporaa tenebut mcqjadi lengkap dan jclas ; 

b. Mcncliti, mcncari dan mcngumpulkan kctcrangan mcngcnai orang pribadi 
atau badan tentang kcbcnaran pcrbuatan yang ctilakukan schubungan 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah tcrscbut ; 

c. Meminta keterangan dan bahan butti dari orang pribadi atau badan 
schubungan dengan tindak pidana ctibidang Retribusi Daerah ; 

d. Mcmcriksa buku-b~ catatan-catatan, dari orang pribadi atau badan 
schubungan dcngan tindak pidana dibidang Rctribusi Daerah ; 

e. Mclakukan pcnggcJcdaban untuk mcndapat bahan bukti pcmbukuan, 
pencatatan , dan dokumcn-dokumcn lain acrta mclakukan pcnyitaan 
terbadap bahan bukti tcrscbut ; 

-­··---­ _j 
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f. 	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; 

g. 	 Menyuruh berhenti, melarang seseorang ~eninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mem.eriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e diatas ; 

h. 	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah ; 

i. 	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi ; 

J. 	 Menghentikan penyidikan ; 

k. 	 Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan ; 

(3) 	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem.beritahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaik:an basil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BABXVIIII 

KETENTIJAN PENUfUP 


Pasa123 


(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ; 

(2) 	Dengan berlakunya Peratura.n Daerah ini, maka Peratman Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoatjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal 
Bungurasih Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo 
Nomor 47 Tahun 1996 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoaijo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal 
Bungurasih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasa124 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mem.erintahkan pengundangan dalam. 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

Ditetapkandi S IDO ARJO 
pa.da tanggal t9 M6 l 1999 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II~~~~,W~~~,RAKYATDAERAH 

TINGKAT II SIDOARJO 

JSAHKAN 
eputusau We nte rJ D a ta• 

~~-~~~-~ ~~publik I ndonesia_ ~ _-t.r.::r.::r:~•••••• ~4.. Tgl. : k,l....... ,.,,. 
oi;~;orat Jenderal 

.,a,neriin t Ahan Umum Dan Otonomi Daerab 
¥lJIICI;~"u Pombinaaa Poaa.da&abaa 

OARJO 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 1999 Nomor 18 tahun 1999 Seri 8_ 
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PENJELASAN 


PERATIJRAN DAERAH KABUPATENDAERAH TINGKAT ll SIOOARIO 


NOMOR..2. TAHUN 1999 


TENTANG 


RE'I'RIBUSI TERMINAL BUNGURASIH 


I. PINBI.A§AN UMUM : 

Dengan bcrlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Rctribusi 
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentaag Retribusi Daerah, perlu meniJVau dan 
menyempwnakan kembali Peratw"all Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Sidoarjo Nomor 1 Tah1Dl 1991 
tentang R.etribusi Terminal Bungurasih di Kabupaten Daerah Tingkat ll Sidoatjo Juncto Peraturan Daerah 
Kabupatcn Dacrah Tingbt II Sidoaljo Nomor 47 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan 
Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal 
Bungurasih di Kabupatcn Dacrah Tingkat ll Sidoarjo 

Dengan berlatunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyamkat yang nyaman dan aman serta meningbtkan Pendapatan Asli Daerah ldrususnya dari Retribusi 
Terminal yang pada akhimya dapat menunjang penyelenggaraan pemaintahan dan pclaksanaan 
pembangunan di Daerah. 

II. PENJEI..ASAN PASAL DEMI PASAL: 

Pasal1 sld2 : Cutup jelas 

Pasal3 hurufg : - Yang dimaksud ruang tunggu penumpang dan pengunjung 
adalah ruaogllobsi dalam lingkwlgan Terminal Bungurasih 
yang dapat dimanfaatkan oleh penmmjung baik sebagai 
penumpang, peagantar a1au yang lain ; 

- Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, maka wajar ba,gi 
yang menikmati/memanfaatkan fasilitas Ruang Tunggu 
Penumpang dan Penguujung yang nyaman dan aman 
merupakan salah satu fasilitas Terminal Bungurasih 
dikmakan mribusi ; 

Pasa14 sld Pasal 24 : Cukup jelas. 

·. ( ' 

......·._.t.·",";. 


